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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Bursa Efek Indonesia

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar
modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya
pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia
Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan
pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada
beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke 1| dan I, perpindahan
kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan
berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan
sebagimana mestinya.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun
1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring
dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat
sebagai berikut:

1. 14 Desember 1912 : Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di
Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda.

2. 1914 —-1918 : Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia |
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1925 — 1942 : Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama
dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya

Awal tahun 1939 : Karena isu politik (Perang Dunia IlI) Bursa
Efek di Semarang dan Surabaya ditutup.

1942 — 1952 : Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang
Dunia

1952 : Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan UU Darurat
Pasar Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman
(Lukman Wiradinata) dan Menteri keuangan (Prof.DR. Sumitro
Djojohadikusumo). Instrumen vyang diperdagangkan: Obligasi
Pemerintah RI (1950)

1956 : Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek
semakin tidak aktif.

1956 — 1977 : Perdagangan di Bursa Efek vakum.

10 Agustus 1977 : Bursa Efek diresmikan kembali oleh
Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan
Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai
HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai
dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama.

1977 — 1987 : Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah
emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih
instrumen perbankan dibandingkan instrumen Pasar Modal.

1987 : Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES
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87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan
Penawaran Umum dan investor asing menanamkan modal di
Indonesia.

1988 — 1990 : Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar
Modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa
terlihat meningkat.

2 Juni 1988 : Bursa Paralel Indonesia (BP1) mulai beroperasi dan
dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE),
sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer.

Desember 1988 : Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88
(PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk
go  public  dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi
pertumbuhan pasar modal.

16 Juni 1989 : Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan
dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek
Surabaya.

13 Juli 1992 : Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi
Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT
BEJ.

22 Mei 1995 : Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan
dengan sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems).

10 November 1995 : Pemerintah mengeluarkan Undang —Undang

No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai
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diberlakukan mulai Januari 1996.
19. 1995 : Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya.
20. 2000 : Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai
diaplikasikan di pasar modal Indonesia.
21.2002 : BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh
(remote trading).
22. 2007 : Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek
Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).
Bursa Efek Indonesia (disingkat BEI, atau Indonesia Stock Exchange
(IDX)) merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ)
dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi,
Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar
saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil

penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.

BElI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated
Trading System (JATS) sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang
digunakan sebelumnya. Sistem JATS ini sendiri direncanakan akan digantikan
sistem baru yang akan disediakan OMX. Bursa Efek Indonesia berpusat di Kawasan

Niaga Sudirman, JI. Jend. Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan


http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Surabaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_saham
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_saham
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_obligasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=OMX&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Selatan

63

4.2  Sejarah dan profil singkat Perbankan

4.2.1 PT Bank Bukopin Tbk

Bank Bukopin Thk (BBKP) didirikan di Indonesia pada tanggal 10 Juli 1970
dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin) dan mulai
melakukan usaha komersial sebagai bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16
Maret 1971. Kantor pusat BBKP beralamat di Gedung Bank Bukopin, Jalan M.T.
Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770 — Indonesia. Saat ini, Bank Bukopin memiliki 41
kantor cabang, 129 kantor cabang pembantu, 75 kantor fungsional, 152 kantor kas, dan

35 payment points.

Dalam perkembangannya, Bank Bukopin telah melakukan penggabungan usaha
dengan beberapa bank umum koperasi. Kemudian pada 02 Januari 1990 dalam Rapat
Anggota Bank Umum Korporasi Indonesia memutuskan menganti nama Bank menjadi
Bank Bukopin. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Bukopin
Thk, antara lain: PT Bosowa Corporindo (pengendali) (30%), Koperasi Pegawai Bulog

Seluruh Indonesia (KOPELINDO) (18,09%) dan Negara Republik Indonesia (11,43%).

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, usaha BBKP mencakup segala kegiatan
bank umum dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan
koperasi di Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2006, BBKP memperoleh pernyataan efektif
BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BBKP (IPO)
kepada masyarakat sejumlah 843.765.500 saham dengan nilai nominal Rp100,- per
saham dan harga penawaran sebesar Rp350,- per saham. Saham-saham tersebut telah

dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 10 Juli 2006.


http://www.britama.com/index.php/tag/bbkp/
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4.2.2 PT Bank Pembangunan Daerah Riau

Bank Pembangunan Daerah Riau merupakan kelanjutan kegiatan usaha dari PT
BAPERI (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan berdasarkan Akte
Notaris Syawal Sutan Diatas No.1 tanggal 2 Agustus 1961, dan izin MenteriKeuangan
Republik Indonesia No. BUM 9-4-45 Tanggal 12-08-1961.Selanjutnya dengan Surat
Keputusan Gubernur KDH. Tk. | Riau No. 51/1V/1966Tanggal 1 April 1966 dinyatakan
berakhir segala kegiatan PT. BAPERI. Seluruh aktiva dan pasiva PT. BAPERI dilebur
kedalam Bank Pembangunan Daerah Riau yang disesuaikan dengan Undang-Undang
No.13 Tahun 1962 tentang Bank PembangunanDaerah. Terhitung tanggal 1 April 1966
secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai

Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.

Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan
dengan Peraturan Daerah No.14 tahun 1992 jo. Peraturan Daerah berdasarkan Undang-
Undang No.7 tahun 1992 Undang-Undang No0.10 tahun 1998 tentang Perbankan.
Kemudian sesuai dengan Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 dan dengan PerdaNo.
10 Tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 serta dengan Akta Pendirian Perseroan
Terbatas No. 36 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Ham dengan Surat
Keputusan No. C-09851.HT.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003 dan persetujuan Deputi
Gubernur Senior Bank Indonesia No.5/30/KEP.DGS/2003 tgl 22 Juli 2003, status Badan
Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi berbadan hukum PT. Sebagaimana
diketahui perkembangan Bank Pembangunan Daerah Riau juga mengikuti dinamika

politik.
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Pada tanggal 1 Juli 2004, Provinsi Riau dimekarkan menjadi 2 Provinsi yakni
Provinsi Induk tetap bernama Provinsi Riau sementara pemekarannya adalah Provinsi
Kepaulauan Riau. Dalam konteks ini BankPembangunan Daerah Riau justru berfungsi
sebagai perekat kedua Provinsi Riau yang berakar budaya melayu. Sesuai dengan
Keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010telah dilakukan perubahan nama PT. Bank
Pembangunan Daerah Riau menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang
mendapat persetujuan dari MenteriHukum dan HAM RI melalui Keputusan No. AHU-
36484. AH.01.02 Tahun 2010tanggal 22 Juli dan Surat Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum Direktur Perdata No. AHU.2-AH.01.01-6849 tanggal 25 Agustus 2010,
serta Surat KeputusanGubernur Bank Indonesia No. 12/59/KEP.GBI1/2010 tanggal 23
September 2010. Perubahan ini diresmikan secara bersama oleg Gubernur Riau dan
Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 13 Oktober 2010 di BatamSampai saat ini PT.
Bank Riau Kepri Riau terus mengalami perkembangan dantelah memiliki 19 Kantor
Cabang dan 33 Kantor Cabang Pembantu, 25 Kedai, 15Kantor Kas, 4 Butik 3 Kantor
Payment Poin yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kotadalam Provinsi Riau dan

Provinsi Kepulauan Riau.

4.2.3 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Thk

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau biasa dikenal dengan BTN
adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyedia jasa perbankan.
Bank ini merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang pertama kali
didirikan pada tahun 1987. Saat itu bank ini masih bernama Postspaar Bank yang

terletak di Batavia. Selanjutnya Jepang membekukan kegiatan bank tersebut dan
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mengganti nama menjadi Chokin Kyoku. Pemerintah Indonesia mengambil alih dan
mengubah namanya kembali menjadi Bank Tabungan Pos sesuai dengan Undang-
Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950. Beberapa tahun berselang tepatnya pada tahun
1963, bank ini kembali berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara atau biasa

dikenal dengan BTN.

Lima tahun setelah itu, bank ini beralih status menjadi bank milik negara melalui
Undang-Undang Nomor 20 tahun 1964. Pada tahun 1974 BTN menawarkan layanan
khusus yang bernama KPR atau kredit pemilikan rumah. Layanan ini dikhususkan pada
BTN oleh Kementerian Keuangan dengan dikeluarkannya surat pada tanggal 29 Januari
1974. Layanan ini pertama kali dilakukan pada tanggal 10 Desember 1976. Selanjutnya
pada tahun 1989 BTN juga telah beroperasi menjadi bank umum dan mulai menerbitkan
obligasi. Pada tahun 1992 status hukum BTN berubah menjadi perusahaan perseroan
(Persero). Selain itu, dua tahun berselang tepatnya pada tahun 1994, BTN juga memiliki
izin sebagai Bank Devisa. Keunggulan dari BTN terlihat pada tahun 2002 yang
menempatkan BTN sebagai bank umum dengan fokus pinjaman tanpa subsidi untuk
perumahan. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya surat dari Menteri Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) tanggal 21 Agustus 2002.

Pada tahun 2003 BTN melakukan restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi
perusahaan yang dilakukan secara menyeluruh tersebut telah tertulis dalam persetujuan
RJP berdasarkan surat Menteri BUMN tanggal 31 Maret 2003 dan Ketetapan Direksi
Bank BTN tanggal 3 Desember 2004. Pada tahun 2008 BTN juga yang telah melakukan

pendaftaran transaksi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK Eba) di
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Bapepam. Bank BTN merupakan bank pertama di Indonesia yang berhasil
melakukannya. Selanjutnya pada tahun 2009, BTN melakukan pencatatan perdana dan
listing transaksi di Bursa Efek Indonesia. Dengan visi "menjadi bank yang terkemuka
dalam pembiayaan perumahan” Bank BTN nyatanya telah menjadi salah satu bank

terkemuka di Indonesia.

4.2.4 PT Bank Danamon Indonesia Thk

PT Bank Danamon Indonesia, Tbhk didirikan pada tahun 1956, yang merupakan
salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia, dengan jaringan tersebar di wilayah
Aceh hingga Papua. Per 30 Juni 2016, Danamon mencatatkan aset sebesar Rp 175
triliun, didukung 1.900 kantor cabang dan pusat pelayanan, terdiri dari kantor cabang
konvensional, unit Danamon Simpan Pinjam, unit Syariah, serta kantor cabang anak
perusahaan, Adira. Danamon menyediakan akses ke 1.454 ATM dan 70 CDM, serta
puluhan ribu ATM melalui kerja sama dengan jaringan ATM Bersama, ALTO, dan

Prima yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Sejalan dengan visi perusahaan yaitu “Kita Peduli dan Membantu Jutaan Orang

2

Mencapai Kesejahteraan,” Danamon mengembangkan beragam bisnis perbankan,
meliputi perbankan usaha kecil dan menengah (UKM), perbankan komersial, perbankan
korporasi, perbankan ritel, perbankan konsumer, perbankan mikro melalui Danamon
Simpan Pinjam (DSP), pembiayaan perdagangan (trade finance), manajemen kas (cash
management), layanan tresuri dan pasar modal, layanan lembaga keuangan serta

perbankan syariah. Selain itu, Danamon juga menyediakan pembiayaan otomotif dan

barang barang konsumen melalui Adira Finance serta layanan asuransi umum melalui
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Adira Insurance. Danamon senantiasa meningkatkan produk, layanan serta penjualan
silang (cross-sell) kepada nasabah dalam memperkuat hubungan dengan nasabah. Pada
tahun 2015, Danamon meluncurkan layanan pembayaran e-commerce atau transaksi

belanja online melalui Danamon Online Banking.

Pada tahun 2015 Danamon melalui unit usaha syariahnya, Danamon Syariah,
meluncurkan produk terbaru yakni Tabungan BISA Umrah iB Tabungan. Tabungan
rencana dengan akad Mudharabah (bagi hasil) dirancang khusus untuk persiapan ibadah
Umrah. Di tahun 2015, Danamon menggelar ‘Pojok Bisa’ sebagai sarana literasi
keuangan. Melalui program tersebut, Danamon mengedukasi pedagang pasar mengenai
pembukuan dan ibu-ibu rumah tangga tentang bagaimana mengelola keuangan rumah
tangga. Konsistensi Danamon dalam penerapan GCG mendapat apresiasi internasional
melalui penghargaan ASEAN Corporate Governance Award 2015 sebagai salah satu
dari 50 emiten terbaik di Asia Tenggara dan 3 emiten terbaik di Indonesia dalam
penerapan GCG yang diselenggarakan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF).
Danamon juga meraih penghargaan ‘Best Overall’ dalam 7 tahun IICD Corporate
Governance Conference and Award. Per 31 Juni 2016, 67,37% saham Danamon
dimiliki oleh Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd., 6,69% oleh JPMCB-Franklin

Templeton Investment Funds, dan 25,94% dimiliki oleh publik.

4.2.5 PT Bank Ekspor Indonesia

BEI didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 37 tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal

Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang
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Perbankan. Sedangkan untuk akta pendirian BEI, telah tercatat dalam Akta Pendirian
No. 49 tanggal 25 Juni 1999 yang dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH di
Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat
Keputusan No0.C-13130.HT.01.01.TH.99 tanggal 19 Juli 1999, serta telah didaftarkan
dalam Daftar Perusahaan, kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1999. BEI sejak semula memang dimaksudkan
untuk menjalankan fungsi yang akan didirikan berdasarkan undang-undang tersendiri.
Beroperasinya BEI dengan status hukum Bank Umum tidak lain dimaksudkan hanya
untuk mempercepat terlaksananya fungsi tersebut sebelum diajukannya dan disetujuinya
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
menjadi Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Seiring dengan proses pengajuan dan pengesahan RUU
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dalam batas-batas keberadaannya BEI pun
mulai menjalankan fungsi-fungsi sebuah lembaga pembiayaan ekspor layaknya ECA

atau Eximbank.

Selama periode 1999 sampai dengan 2008, BEI telah menyalurkan berbagai
bentuk produk pembiayaan untuk aktivitas yang berkaitan dengan ekspor, seperti
Refinancing L/C Impor, Refinancing Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE), Refinancing
Kredit Investasi Ekspor (KIE) atau secara umum dapat dikategorikan ke dalam produk
Bank Risk. Produk tersebut disediakan untuk meningkatkan kapasitas perbankan
komersial untuk menyalurkan kredit kepada para eksportir. Akan tetapi, pasca kesulitan

likuiditas yang terjadi akibat krisis, produk-produk yang disediakan oleh BEI mulai
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beralih ke dalam produk yang berkategori Corporate Risk, seperti KMKE, KIE,

Pembiayaan L/C, Project Financing, dan banyak lagi.

Pada tanggal 12 Januari 2009, Presiden Rl menandatangani dan mengesahkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia dapat menggunakan nama Indonesia Eximbank, sesuai
Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009. Selanjutnya,
Indonesia Eximbank resmi beroperasi pada tanggal 1 September 2009 sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 336/KMK.06/2009 pada tanggal
24 Agustus 2009 tentang Penetapan Tanggal Operasionalisasi Lembaga Pembiayaan

Ekspor Indonesia.

4.2.6 PT Bank Pembangunan Daerah Lampung

PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung yang resmi beroperasi tanggal 31
Januari 1966 berdasarkan izin usaha Menteri Usaha Bank Sentral No. Kep.
66/UBS/1965 dan berlandaskan Peraturan Daerah No. 8/PERDA/II/DPRD/73 didirikan
dengan maksud membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan
pembangunan daerah di segala bidang dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian Bank Pembangunan Daerah
Lampung merubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT)
dengan Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 dan

Akta Notaris Soekarno, SH Nomor 5 tanggal 3 Mei 1999 yang telah disyahkan oleh
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Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C-8058 H.01.04 Tahun 2001 tanggal 6 Mei

1990.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan perekonomian dan perbankan, guna
meningkatkan permodalan bank, daya saing, perluasan produk dan usaha bank serta
dalam rangka memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut berpatisipasi dalam
pemilikan saham, dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai Bank Umum dan

pemegang Kas Daerah.

4.2.7 PT Bank Mandiri (Persero)

Perusahaan ini berdiri tahun 1998 dengan program pemerintah sebagai kekuatan
pembentuknya. Kala itu 4 bank milik pemerintah digabung menjadi satu yaitu Bank
Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Pembangunan Indonesia serta Bank Ekspor
Impor Indonesia. Dari tahun ke tahun Bank Mandiri telah memperoleh pencapaian luar
biasa, mulai dari manajemen, teknologi serta nasabah. Di tahun 2013 saja Bank Mandiri
telah memiliki lebih dari 1.800 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk merupakan Bank milik pemerintah dengan aset, deposit dan
pinjaman terbesar saat ini (tahun 2015). PT Bank Mandiri (Persero) Thk adalah bank
yang masuk dalam program restrukturisasi perbankan dengan pelaksana Pemerintah
Indonesia. Empat bank besar yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank
Ekspor Impor Indonesia serta Bank Pembangunan Indonesia bergabung dan membentuk
Bank Mandiri ditahun 1999. Kini Bank Mandiri telah berperan menjadi institusi bidang

keuangan terkuat di Indonesia.
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4.2.8 PT Bank CIMB Niaga Tbk

CIMB Niaga berdiri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama Bank Niaga.
Pada dekade awal berdirinya, fokus utama adalah pada membangun nilai-nilai inti dan
profesionalisme di bidang perbankan. Sebagai hasilnya, Bank Niaga dikenal luas
sebagai penyedia produk dan layanan berkualitas yang terpercaya. Di tahun 1987, Bank
Niaga membedakan dirinya dari para pesaingnya di pasar domestik dengan menjadi
Bank yang pertama menawarkan nasabahnya layanan perbankan melalui mesin ATM di
Indonesia. Pencapaian ini dikenal luas sebagai masuknya Indonesia ke dunia perbankan
modern. Kepemimpinan Bank dalam penerapan teknologi terkini semakin dikenal di
tahun 1991 dengan menjadi yang pertama memberikan nasabahnya layanan perbankan
online. Bank Niaga menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek
Surabaya (kini Bursa Efek Indonesia/BEI) pada tahun 1989. Keputusan untuk menjadi
perusahaan terbuka merupakan tonggak bersejarah bagi Bank dengan meningkatkan
akses pendanaan yang lebih luas. Langkah ini menjadi katalis bagi pengembangan

jaringan Bank di seluruh pelosok negeri.

Pemerintah Republik Indonesia selama beberapa waktu pernah menjadi
pemegang saham mayoritas CIMB Niaga saat terjadinya krisis keuangan di akhir tahun
1990-an. Pada bulan November 2002, Commerce Asset-Holding Berhad (CAHB), kini
dikenal luas sebagai CIMB Group Holdings Berhad (CIMB Group Holdings),
mengakuisisi saham mayoritas Bank Niaga dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional

(BPPN). Di bulan Agustus 2007 seluruh kepemilikan saham berpindah tangan ke CIMB
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Group sebagai bagian dari reorganisasi internal untuk mengkonsolidasi kegiatan seluruh

anak perusahaan CIMB Group dengan platform universal banking.

4.2.9 PT Bank Maybank Indonesia Thk

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia” atau “Bank”) adalah
salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup
Malayan Banking Berhad (Maybank), salah satu grup penyedia layanan keuangan
terbesar di ASEAN. Sebelumnya, PT Bank Maybank Indonesia Tbk bernama PT Bank
Internasional Indonesia (BIl) yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan ijin
sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka
di bursa efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah merger menjadi Bursa Efek

Indonesia) pada 1989.

Maybank Indonesia merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang
terkoneksi dengan jaringan regional maupun internasional Grup Maybank. Per 31
Desember 2015 Maybank Indonesia memiliki 456 cabang termasuk cabang Syariah dan
kantor fungsional mikro yang tersebar di Indonesia serta dua cabang luar negeri
(Mauritius dan Mumbai, India), 17 Mobil Kas Keliling dan 1.605 ATM termasuk CDM
(Cash Deposit Machine) yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM tergabung
dalam jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS dan terhubung

dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura dan Malaysia melalui jaringan MEPS.

Maybank Indonesia menyediakan serangkaian produk dan jasa komprehensif

bagi nasabah individu maupun korporasi melalui layanan Perbankan Ritel, Perbankan
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Bisnis, dan Perbankan Global, serta pembiayaan otomotif melalui entitas anak yaitu
WOM Finance untuk kendaraan roda dua dan Maybank Finance untuk kendaraan roda
empat. Maybank Indonesia juga terus mengembangkan layanan dan kapasitas e-banking
melalui Mobile Banking, Internet Banking dan berbagai saluran lainnya. Per 31
Desember 2015, Maybank Indonesia mengelola simpanan nasabah sebesar Rp115,5

triliun dan memiliki aset senilai Rp157,6 triliun.

4.2.10 PT Bank Permata Thk

. PT. Bank Permata Thk memperoleh izin sebagai bank umum berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Keuangan No0.19371/U.M.II tanggal 19 Februari 1957. Permata
Bank dibentuk sebagai hasil merger dari 5 bank di bawah pengawasan Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yakni PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal
Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia, dan PT Bank Patriot pada tahun
2002. Di tahun 2004, Standard Chartered Bank dan PT Astra International Tbk
mengambil alih PermataBank dan memulai proses transformasi secara besar-besaran
didalam organisasi. Selanjutnya, sebagai wujud komitmennya terhadap Permata Bank,
kepemilikan gabungan pemegang saham utama ini meningkat menjadi 89,12% sejak

2006 hingga per Desember 2015.

Kombinasi unik dari kedua pemegang saham strategis merupakan salah satu kekuatan
utama Permata Bank. PT Astra International Tbk merupakan salah satu perusahaan
konglomerasi terbesar di Indonesia dan memiliki pengalaman kuat di pasar domestik.
Standard Chartered Bank dengan keahlian dan pengalaman global terkemuka yang

dimilikinya menjadikan PermataBank berada dalam posisi yang unik. Saat ini
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PermataBank telah berkembang menjadi sebuah bank swasta utama yang menawarkan
produk dan jasa inovatif serta komprehensif terutama di sisi delivery channel-nya
termasuk Internet Banking dan Mobile Banking. PermataBank memiliki aspirasi untuk
menjadi penyedia jasa keuangan terkemuka di Indonesia, dengan fokus di segmen
Konsumer dan Komersial. Melayani lebih dari 2 juta nasabah di 63 kota di Indonesia,
per September 2016 PermataBank memiliki 331 cabang (Cabang konvensional dan
Syariah termasuk 304 layanan syariah), 22 Cabang Bergerak (Mobile Branch), enam
Payment Point, 1012 ATM dengan akses di lebih dari 100.000 ATM (VisaPlus, Visa
Electron, MasterCard, Alto, ATM Bersama dan ATM Prima) dan jutaan ATM di seluruh

dunia yang terhubung dengan jaringan Visa, Mastercard, Cirrus.

4.2.11 PT BPD Nusa Tenggara Timur

Bank Pembangunan Daerah  Nusa  Tenggara Timur mulai melakukan
kegiatannya sebagai bank pada tanggal 17Juli 1962 berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Keuangan dan Bank Sentral No:BUM 9-13/1l tanggal 5 Februari 1962 tentang
Pemberian Izin Usaha kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur,
dengan kedudukan tempat usaha di Kupang Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan perubahan status hukum Bank
Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dari Perseroan Terbatas menjadi
Perusahaan Daerah melalui Peraturan Daerah Tingkat | Nusa Tenggara Timur
No0.01/pd/DPRD-GR/1963 tanggal 12 Maret 1963. Kemudian tanggal 4 Februari 1998,

Perseroan kembali merubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah kembali
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menjadi Perseroan Terbatas, dan dibuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.122 tanggal 22 April 1999.

Pada tahun 1999, Perseroan menjadi salah satu Bank Pembangunan Daerah yang
masuk Program Rekapitalisasi Bank Pembangunan Daerah karena mempunyai
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) lebih kecil dari 8% (delapan persen).
Saat ini, Bank NTT terus menunjukkan kinerja gemilang dalam industri perbankan di
Indonesia. Selama tahun 2013, Perseroan mencatat berbagai pencapaian penting baik
dalam aspek bisnis maupun operasional. Pada bulan Juli 2011, Perseroan menerbitkan
obligasi sebesar Rp500 miliar dengan suku bunga tetap yang akan digunakan untuk
pendanaan jangka panjang dalam rangka ekspansi Perseroan. Selanjutnya, BankNTT
juga berhasil memperoleh predikat Bank Terbaik kategori aset dibawah Rp10triliun dari
Majalah Investor dan InfoBank. Selain peningkatan kinerja, Bank NTT juga menjalin
kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan layanan Perseroan kepada

nasabah.

Kerjasama yang diadakan oleh Bank NTT antara lain adalah kerjasama APEX
Bank menuju Regional Champion dan kerjasama Bank NTT & Jamsostek untuk Bina
Pelayanan Publik, kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat Republik
Indonesia tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),
Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan Sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi Dalam

Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA).
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4.2.12 PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)

Bank Pembangungan Daerah Sumatera Barat secara resmi berdiri pada tanggal
12 Maret 1962 dengan nama “PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA
BARAT” yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut
dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha
swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang
berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan
pembangunan di daerah. Disahkan melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama
Bidang Keuangan Republik Indonesia No. BUM/9-44/I11 tentang izin usaha PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan dimulailah operasional PT. Bank

Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang.

Berdasarkan Undang-Undang No.13 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank
Pembangunan Daerah, maka dasar hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat | Propinsi Sumatera Barat No. 4. Sehingga
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi “BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT”. Dalam perjalanan-nya tahun
1996 melalui Perda No. 2 / 1996 disahkan penyebutan nama (Call Name) sebagai ”Bank
Nagari” dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun brand image sekaligus
mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat. Sesuai dengan
perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus
2006 berdasrkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat No. 3 Tahun 2006, bentuk

badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan
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Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan akta Pendirian
Perseroan Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 dihadapan Notaris H. Hendri Final, S.H.
dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dengan
Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007 Saat ini Bank
Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa serta telah memiliki Unit Usaha Syariah.
Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang membuka

Kantor Cabang di Luar Daerah.

4.2.13 PT BPD Sumatera Utara

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 Nopember
1961 dengan sebutan BPSU. Sesuai dengan ketentuan Pokok Bank Pembangunan
Daerah Tingkat | Sumatera Utara maka pada tahun 1962 bentuk usaha dirubah menjadi
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp.100
Juta dengan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat | Sumatera Utara dan
Pemerintah Daerah Tingkat Il se Sumatera Utara. Pada tahun 1999, bentuk hukum
BPDSU dirubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan
berkantor pusat di Medan, JL. Imam Bonjol No. 18 Medan. Modal dasar pada saat itu
menjadi Rp. 400 Milyar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi
pertumbuhan Bank, di tahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp.

500 Milyar.

Laju pertumbuhan Bank Sumut kian menunjukkan perkembangan yang sangat

signifikan diliat dari kinerja dan prestasi yang di peroleh dari tahun ke tahun, tercatat
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total asset Bank Sumut mencapai 10,75 Trilyun pada taun 2009 dan menjadi 12,76
Trilyun pada tahun 2010. Didukung semangat menjadi Bank Profesional dan tangguh
menghadapi persaingan dengan digalakkanya program to be the best yang sejalan
dengan road map BPD Regional Champion 2014, tentunya dengan konsekuensi harus
memperkuat permodalan yang tidak lagi mengandalkan peryertaan saham dari
pemerintah daerah, melainkan juga membuka akses permodalan lai seperti penerbitan
obligasi, untuk itu modal dasar Bank Sumut kembali ditingkatkan dari Rp. 1 Trilyun
pada tahun 2008 menjadi Rp. 2 Trilyun pada tahun 2011 dengan total asset meningkat

menjadi 18,95 Trilyun.

4.2.14 PT BPD Sulawesi Selatan

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal
13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23
Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13
Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah
menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara. Berdasarkan Peraturan
Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari
1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi
Bank Pembangunan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar
Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan
dengan Propinsi Tingkat | Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama

menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.
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Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal
dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan
sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam
rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT)
diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk
Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT
dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar. Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-
31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel,
dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15

Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005.

4.2.15 PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbhk

Bank Tabungan Pensiunan Nasional disingkat Bank BTPN terlahir dari
pemikiran 7 (tujuh) orang dalam suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer pada
tahun 1958 di Bandung. Ketujuh serangkai tersebut kemudian mendirikan Perkumpulan
Bank Pegawai Pensiunan Militer (selanjutnya disebut "BAPEMIL”’) dengan status usaha
sebagai perkumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para
anggotanya. BAPEMIL memiliki tujuan yang mulia yakni membantu meringankan
beban ekonomi para pensiunan, baik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maupun
sipil, yang ketika itu pada umumnya sangat kesulitan bahkan banyak yang terjerat

rentenir. Berkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat maupun mitra usaha, pada
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tahun 1986 para anggota perkumpulan BAPEMIL membentuk PT Bank Tabungan
Pensiunan Nasional dengan izin usaha sebagai Bank Tabungan dalam rangka memenuhi
ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan

untuk melanjutkan kegiatan usaha BAPEMIL.

Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(sebagaimana selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) yang
antara lain menetapkan bahwa status bank hanya ada dua yaitu: Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat, maka pada tahun 1993 status Bank BTPN diubah dari Bank
Tabungan menjadi Bank Umum melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. 055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993. Perubahan status Bank BTPN
tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam
surat Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993 vyang

menyatakan status Perseroan sebagai Bank Umum.

Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki status sebagai Bank
Tabungan kemudian berganti menjadi Bank Umum pada tanggal 22 Maret 1993, Bank
BTPN memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada Nasabah, baik simpanan
maupun pinjaman. Namun aktivitas utama Bank BTPN adalah tetap mengkhususkan
kepada pelayanan bagi para pensiunan dan pegawai aktif, karena target market Bank
BTPN adalah para pensiunan. Dalam rangka memperluas kegiatan usahanya, Bank
BTPN bekerja sama dengan PT Taspen, sehingga Bank BTPN tidak saja dapat
memberikan pinjaman dan pemotongan cicilan pinjaman, tetapi juga dapat

melaksanakan “Tri Program Taspen”, yaitu Pembayaran Tabungan hari Tua,
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Pembayaran Jamsostek dan Pembayaran Uang Pensiun. Terhitung tanggal 12 Maret
2008 bank BTPN telah listing di Bursa efek Jakarta (BEJ) (sekarang Bursa Efek
Indonesia) dan resmi menyandang gelar tbk (terbuka). Dan pada tanggal 14 Maret 2008,

Texas Pacific Group (TPG)resmi mengakuisisi saham bank BTPN sebesar 71, 61%.

4.2.16 PT Bank Mayapada Internasional Tbk

Pada tanggal 07 September 1989 di Jakarta, dibentuklah PT Bank Mayapada
International melalui Akta Pendirian Bank yang disahkan pada tanggal 10 Januari 1990
oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Bank mulai beroperasi secara komersial
pada tanggal 16 Maret 1990 dan sejak 23 Maret 1990 menjadi bank umum. Izin dari
Bank Indonesia sebagai bank devisa diperoleh pada tahun 1993. Pada tahun 1995 Bank
berubah nama menjadi PT Bank Mayapada Internasional. Dari tahun 1997 hingga saat
ini kami menjadi bank publik dengan nama PT. Bank Mayapada Internasional Tbk.
Kegiatan usaha perusahaan yang utama adalah menghimpun dana masyarakat dan
menyalurkan dana tersebut melalui pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit. Sesuai
dengan rencana bisnis bank, kegiatan perusahaan berfokus pada usaha retail dan

consumerdan melayani dengan komitmen demi kepuasan para nasabah.

Sejak didirikan Bank Mayapada memiliki jaringan pelayanan perbankan yang
terdiri dari 36 Kantor Cabang, 67 kantor Capem, 75 kantor Fungsional, 12 kantor Kas
dan 109 jaringan ATM, serta bekerja sama dengan ATM BERSAMA, dan ATM
PRIMA/BCA sehingga total ATM yang dapat digunakan oleh nasabah sebanyak 76.129
ATM serta kartu ATM Bank Mayapada dapat digunakan sebagai debit card di lebih

338.724 merchant jaringan PRIMA yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pada
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tanggal 08 Februari 2001, kami menerima seritifkat ISO 9002 yang merupakan
sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) dalam bidang
operasional perbankan. Sertfikasi tersebut berhasil kami pertahankan hingga sekarang

dan telah berubah nama menjadi 1ISO 9001:2008.

4.2.17 Bank OCBC NISP Tbk

Bank OCBC NISP (dahulu bernama Bank NISP) merupakan bank tertua
keempat di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 4 April 1941 di Bandung dengan
nama NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank. Bank NISP berkembang
menjadi Bank yang solid dan handal, terutama melayani segmen Usaha Kecil dan
Menengah (UKM). Bank NISP resmi menjadi bank komersial pada tahun 1967, bank
devisa pada tahun 1990, dan perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pada tahun
1994. Pada akhir tahun 1990-an, Bank NISP berhasil melewati krisis keuangan Asia dan
jatuhnya sektor perbankan di Indonesia tanpa dukungan pemerintah. Saat itu, Bank
NISP menjadi salah satu bank pertama yang segera melanjutkan penyaluran kreditnya

dalam masa krisis.

Reputasi Bank NISP yang baik di industrinya dan pertumbuhannya yang
menjanjikan, telah menarik perhatian berbagai institusi internasional antara lain
International Finance Corporation (IFC), bagian dari Grup Bank Dunia, yang
memberikan pinjaman jangka panjang pada tahun 1999 dan kemudian menjadi
pemegang saham pada tahun 2001 — 2010. Selain itu, sejak awal tahun 1990-an the
Netherlands Development Finance Company (FMO) memberikan berbagai pinjaman

jangka panjang dengan bunga menarik yang digunakan untuk penyaluran kredit pada
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segmen UKM. Selanjutnya, OCBC Bank - Singapura menjadi pemegang saham
mayoritas Bank OCBC NISP melalui serangkaian akuisisi dan penawaran tender sejak
tahun 2004. OCBC Bank - Singapura saat ini memiliki saham Bank OCBC NISP

sebesar 85,1%.

4.2.18 PT Pan Indonesia Thk

Didirikan 17 Agustus tahun 1971 dan memperoleh izin sebagai bank devisa
tahun 1972, PaninBank merupakan hasil merger Bank Kemakmuran, Bank Industri
Djaja Indonesia dan Bank Industri & Dagang Indonesia. Keputusan PaninBank untuk
menjadi Bank pertama di Indonesia yang go-public pada tahun 1982, mencerminkan
tingginya kepercayaan diri Bank yang masih terus terjaga hingga hari ini. Dengan
fundamental yang kuat, PaninBank berhasil melewati krisis keuangan Asia 1998 sebagai
Bank Kategori A, dan selanjutnya melangkah maju mengembangkan produk dan
layanannya di bidang Perbankan Ritel dan Komersial. PaninBank terus meningkatkan
produk dan pelayanan yang inovatif dan bernilai tambah melalui cross selling dengan
Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi, terutama produk-produk perbankan syariah
dan produk bancassurance yang dipasarkan melalui Divisi Wealth Management.

Saat ini Panin Bank mampu menyediakan kenyamanan pelayanan sebagaimana
yang diinginkan dan layak didapatkan oleh nasabah berkat jaringan kantor cabangnya
yang terus bertambah dan kini mencapai 566 kantor cabang dan 1.023 jaringan ATM
yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Kedua pemegang saham utama, yakni PT Panin
Financial Tbk (46,04%) dan ANZ Bank melalui Votraint No 1103 Pty Ltd (38.82%),

memberikan dukungan strategis bagi Bank untuk mencapai tujuan perusahaan.
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Kepemilikan saham publik di Panin Bank pada akhir tahun 2015 adalah 15,14%, yang
terdiri dari pemegang saham domestik dan internasional, institusi dan individu.
4.2.19 PT Bank Himpunan Saudara 1906 Thk

PT. Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk adalah salah satu Bank Umum di
Indonesia. Berdiri pada 1906 atas prakarsa 10 saudagar Pasar Baru. Pada 1913
perusahaan ini disahkan sebagai Badan Hukum berstatus “Vereeniging”. baru pada 1975
menjadi Badan Hukum dengan nama “PT. Bank Tabungan Himpunan Saudara 1906”.
Mulai 1993 Bank ini mulai beroperasi sebagai bank umum. Bank Saudara mempunyai
produk dan layanan berupa tabungan dan deposito, kredit dan pinjaman serta layanan
perbankan lainnya. Bank Saudara mempunyai visi menjadi pelopor institusi keuangan
yang menjadi bank berkinerja baik dan sehat. Serta memiliki misi memenuhi harapan
stakeholder dalam usaha perbankan melalui 5 pilar yaitu menjaga kepercayaan
masyarakat, memberikan pelayanan secara personal, peningkatan kualitas manajemen
dan operasional perbankan, melestarikan usaha perbankan dengan nilai-nilai tata kelola
perusahaan (good corporate governance) yang baik dan pelopor jasa keuangan yang
berkembang inovatif.

Per posisi Juni 2012, Bank Saudara dimiliki oleh Arifin Panigoro (52,92 persen)
pendiri Medco Grup, sebuah konglomerasi terkemuka yang memiliki fokus di bidang
bisnis minyak bumi dan gas, PT Medco Intidinamika (11,03 persen), dan publik (36,05
persen). Kegiatan operasional Bank iin didukung oleh 99 kantor, 42 ATM vyang
terhubung dengan ATM Bersama, dan 1,544 karyawan berlokasi di Jawa dan Bali. Bank
Saudara juga meraih banyak penghargaan seperti Penghargaan BEST PERFORMANCE

BANKING 2011, PRODUCTIVE LOCATION CHAMPION 2011 dari Western Union,
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Penghargaan PERUSAHAAN TERBAIK Tahun 2010 dari Forbes Magazine dan

lainnya.



